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LATAR BELAKANG PERMASALAHAN PERUMAHAN PERMUKIMAN

Urbanisasi yang pesat memberikan implikasi terhadap perumahan dan permukiman
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Urbanisasi dan implikasinya terhadap perumahan dan permukiman:

Reklasifikasi Desa ke Kota Migrasi Desa ke Kota

Pertumbuhan Pendwduk Alami

Meningkatnya kepadatan permukiman dan Meningkatnya kebutuhan pelayanan Meningkatnya kebutuhan rumah layak
perubahan kebutuhan rumah untuk rumah dasar dan sistem pengelolaan dan terjangkau serta rumah sewa
tangga perkotaan permukiman

Ketidaksiapan kota menghadapi I I

urhanlﬁt.flsllj:erpc‘tenlsc! . =  Lwuas Kawasan Kumuh: 38.431 Ha (eksisting, 2015)
e e e ‘ *  Rumah Tangga Kumuh Perkotaan: 10,1% atau 9,6
juta rumah tangga (Susenas, 2013)

pertumbuban permukiman kumuh

perkotaan dan terbatasanya
pelayanan dasar perkotaan

[ £¥]



KETERKAITAN PERATURAN PERUNDANG-LUNDANGAN

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
dengan Sektor Lain

Kewilayahan
= UU 26/2007

Penataan
Ruang
Sektor —a—
 UJU 28/2002 Bangunan
Gedung Tata

»

« UU 38/2004 Jalan
« UJU 11/1974 Pengairan
= UU 18/2008

Kepemerintahan

e UU 23/2014
Pemerintahan

Pengelolaan Sampah Daerah
 UU 20/2011 Rumah
Susun =
Lingkungan
Hidup
e UU 32/2009
Lingkungan

Hidup




PEMBAGIAN URUSAN

PEMBAGIAN URUSAN TERKAIT PENANGANAN KUMUH
(UU No. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH)

1. SUB URUSAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota

1. Penetapan sistem kawasan Penataan peningkatan kualitas Penataan peningkatan kualitas
permukiman. kawasan permukiman kumuh kawasan permukiman kumuh

2. Penataan peningkatan kualitas dengan luas 10-15 ha. dengan luas dibawah 10 ha.
kawasan permukiman kumuh dengan
luas 15 ha atau lebih.

2. SUB URUSAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota

- - Pencegahan perumahan dan kawasan
permukiman kumuh pada kab/kota




STRATEGI KEBIJAKAN PERUMAHAN

DI KAWASAN
PERKOTAAN

STRATEGI
PEMBANGUNAN
PERUMAHAN-
PERMUKIMAN

DI KAWASAN
PEDESAAN

PEMBANGUNAN
BARU PERUMAHAN

PENINGKATAN
KUALITAS
PERUMAHAN

PENINGKATAN
SARANA-PRASARANA
KAWASAN
PERMUKIMAN
PEDESAAN
UNGGULAN
STRATEGIS




PEMBANGUNAN BARU PERUMAHAN

- sebagai KASIBA (kawasan siap bangun) dan LISIBA (lingkungan Siap
bangun) dipenuhi dengan sarana prasarana

Kota Baru di pinggiran Kota pembangunan perumahan mengacu pada peraturan 3:2:| .. Setiap
pembangunan | rumah mewah , dibarengi dengan 2rumah menengah
dan 3 rumah sederhana (PP no 80 th 1999 tth kasiba-lisiba)

Revitalisasi kawasan

Urban renewal (peremajaan dengan pembangunan hunian vertikal baru/
M E N ENELE LI ELEL R ET TR EWERELIN  rusun) serta mixed —use, konsolidasi lahan
perkotaan yang berkepadatan tinggi

2. Compact City

3. Site and service * Site without service
* Sites and incremental services

* Sites and service
MLt EUET T [T - ET R L T (I W EL M ET T BT -3 « Sites, services and a shell house
masih kosong dilengkapi dengan sarana-prasarana EENTSRI el R 1l R N o0

( yap kioe seng)



PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN

KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH (PERMEN 14/2018)

eraturan Perundang-Undangan
UuD 1945* . .
terkait Pencegahan dan Peningkatan
0 1 Kualitas Perumahan Kumuh dan
Yy -
OU-PR T U-HAM UL-PKP Permukiman Kumuh
(uu 26/2007) (UL 39/1999) (Uu 1/2011)
X 1 T
FP-PPR FP-RTRWN PP No. 14 tahun 2016 tenta
(PP 15/2010) (PP 28/2006) == S =
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
h 4 Permukiman
FERFPRES RTR
KSM
W Permen PUPR No. 14/PRT/M /2018 tentang
Perda RTRW Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Provinsi Perumahan Kumuh dan Permukiman
w Kumuh
Perda RTRW
Kab/Kota h 4 b
AR - Perda tentang Pencegahan dan
Perda RDTR Kws ; Peningkatan Kualitas terhadap
Perkot. Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kurmuh
*Pasal 28 H, Setiap orang berhak hidup sejahtera I
lahir dan batin, bertempat ftinggal, dan \ A W
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan SK Bupati/Walikota tentang Perbup/wal tentang Rencana
-;Ehaﬁ serta berhak memperoleh pelayanan Penetapan Lokasi Perumahan <« = Penanganan Perumahan
esehatan. Kumuh dan Permukiman Kumuh dan Permukiman
Kurmuh Kurmuh




PP 14/2016 Pasal 102-121

PENGAWASAN

DAN

Konsep Pencegahan
PENGENDALIAN

2. Smndar Teknis
3. Kelaikan Fungsi

dan Peningkatan el
Kualitas terhadap @

> PENCEGAHAN

Perumahan Kumuh
dan Permukiman
Kumuh

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

1. Penywuluhan
2. Bantuan Teknis

PENCEGAHAN & 3. Pembimbingan
PENINGKATAN KUALITAS

PERUMAHAN KUMUH &
PERMUKIMAN KUMUH

PENETAPAN

LOKASI

1. Penstapan
2. Perencamaan
Penmnanganan

2 Y, POLA-POLA
PENINGKATAN PENANGANAN
KUALITAS 1. Pemugaran
2. Peremajaan
i E;-J T‘E—""'— = -: 3. Pemukiman Ee=mbali
_I_'__L ¥ 'T.r—w-r-J " {l.-{ | “::‘.-_ ¢ J':,E
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A rl-.h.. _ I': -
1:.|.|::I. ﬁﬁxfﬂ _-F M 1. Pembentukan K5hi
""__ i %‘ -. : 2. Pemeliharaan dan

F*EJ o Bl P ey Ferbaikan
g " o 1y R e



FE“EEthH“ Dilakukan atas kesesuaian terhadap:
Permukiman Kumuh

(1) Perizinan

Pada tahap perencanaan dan pembangunan
@ dilakukan terhadap pemenuhan perizinan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

@ Standar Teknis

FE“gHWHEH“ dﬂ“ Pada tahap perencanaan dan pembangunan
. dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis:
FE“gEHdEIIEn v bangunan gedung; v pengelolaan air limbah;
v jalan lingkungan; v pengelolaan
v penyediaan air minum; persampahan; dan
v drainase lingkungan; v proteksi kebakaran.

PP 14/2016 Pasal 104

o  (3) Kelaikan Fungsi

Pada tahap pemanfaatan berdasarkan perizinan

dilakukan terhadap pemenuhan
v persyaratan administratif dan
v persyaratan teknis




TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

__Pemantavan 2  Evaluasi 2 Pelaporan

(Berkala / insidental) menilai kesesuaian terhadap

Langsung Tidak Langsung perizinan standar teknis Kelaikan
pada tahap pada tahap fungsi pada
perencanaan | perencanaan tahap
dan dan pemanfaatan
Pembangunan| Pembangunan

Pengamatan Melalui data &
Langsung pada informasi /
lokasi pengaduan

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat

Masukan bagi Pemda
untuk melaksanakan
upaya pencegahan
tumbuh dan
berkembangnya
perumahan kumuh dan
permukiman kumuh
baru sesuai kebutuhan

Sumber: Permen No.14/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumaohan Kumuh dan Permukiman Kumuh, 2018
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Pencegahan

Permukiman Kumuh @

dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas
masyarakat melalui fasilitasi pembentukan
dan fasilitasi peningkatan kapasitas Kelompok
Swadaya Masyarakat

@ Pelayanan Informasi

Hasvarakat untuk membuka akses informasi bagi

masyarakat dalam bentuk pemberitaan dan
pemberian informasi hal-hal terkait upaya
Pencegahan Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh.

PP 14/2016 Pasal 1D5

Pelayanan informasi terhadap:

= s A W A A
it L B ey 1. rencana tata ruang

o _*qﬁi{ . 2. penataan bangunan dan lingkungan

A 1 Bae ; .
- i = B = 3. perizinan
Py - . A S - .
oo ey : & o G 4. standar teknis dalam bidang perumahan
g T T Y. Sl .
= ¥ [ dan Kawasan Permukiman.




Peningkatan
Kualitas

PROSES PENDATAAN
(oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat)

/_%

Identifikasi oy Lokasi

Lokasi

€Y

Penetapan

- Verifikasi oleh Pemerintah
Lokasi Pusat dan Pemerintah Praovinsi

PP 14/2016 Pasal 106-1if PENETAPAN LOKASI
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
S o :‘?,%Tb; —:'U,Ir dilakukan oleh Pemerintah Daerah
'E‘-f’:.‘ T?;:; - pleoesga A T
lun < 3=;,’ T ‘
T | — m
- :‘h‘\"ﬁ?i“r S

PERENCANAAN PENANGANAN 1=



Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
PP 14/2016 Pa=al 108

A

1=r1=r
Ty

Identifikasi lokasi dan e

et e
penilaian lokasi
di|EI|{I_.IkEIH'|:E'FhEIE|E|:] = Ketidakteraturan bangunamn - Jaringan__ialanling._tidak = Tidak ters=da
= tingkat kepadatan tinggi melayani seluruh ling. = Tidak mampu
kondisi kekumuhan kualitas bangunan yang Perumahan damn Perkim. mengalirkan limpasan
tidak memenuhi syarat Kualitas permukaan jalamn air hujan

vang meliputi kriteria: ling. buruk Kualitas buruk

BANGUNAN GEDUNG JALAN LINGKUNGAN DRAINASE LINGKUNGAN

=
= - 4

goEs

o

* Prasarana dan sistem * Prasarana dan sistem = Akses air minum tidak
pengelolaan persampahan pengelolaan air limbah tersedia * FPrazarana dan sarana
tidak sesuai persyaratan tidak sesuai persyaratan * Kebutuhan individu tidak proteksi kebakaran tidak
e teknis e teknis e terpenuhi e tersedia
PENGELOLAAN PENGELOLAAN SISTEM

PERSAMPAHAN AlIR LIMBAH PENYEDIAAN AIR MINUM

PROTEKSI KEBAKARAN

20



Peningkatan
Kualitas

©

Pola-Pola

Penanganan

dalam Peningkatan Kualitas

Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh

PP 14/2016 Pasal 112

Pola-Pola

Penanganan

{
O

{
2

)

_ Pemukiman
Pemugaran Peremajaan .
Kembali
kegiatan Perbaikan melalui Melalui pembangunan

rumah, Prasarana,
Sarana, dan/atau
Utilitas Umum
untuk
mengembalikan
fungsi sebagaimana
semula

pembongkaran dan
penataan secara
menyeluruh
terhadap rumah,
Prasarana, Sarana,
dan/atau Utilitas
Limum.

dan penataan secara
menyeluruh terhadap

rumah, Prasarana,
Sarana, dan/atau

Utilitas Umum pada
lokasi baru yang sesuai
dengan rencana tata

ruang

23




POLA PENANGANAN DILIHAT DARI KESESUAIANNYA DENGAN

TATA RUANG

PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN KUMUH

KONDISI LINGKUNGAN

KURANG PADAT

SANGAT PADAT

SESUAI DENGAN RTRW

- Diperbaiki/ dipugar kiP/ MIIP)

- Dioptimalkan penggunaan
lahannya (RUMAH SUSUN)

- Mengoperasikan peraturan
daerah setempat

- Diremajakan

- Ditata kembali penggunaannya
(KONSOLIDASI LAHAN)

TIDAK SESUAI DENGAN
RTRW

- DIRELOKASI

- Mengoperasionalkan peraturan

bangunan setempat
- DIRELOKASI

Soedarso, B. 2003. Penerapan Pedoman Perencanaan Tata Ruang dan Bentuk
Penanaanan Pembanaunan Permukiman Perkotaan




KEBIJAKAN PERUMAHAN PERMUKIMAN DI
SURAKARTA




ISU STRATEGIS PERMUKIMAN KOTA SURAKARTA

1. BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN AIR BERSIH

( )
2. MASIH RENDAHNYA PELAYANAN PENGELOLAAN KEGIATAN PENYEHATAN

LINGKUNGAN ( AIR BERSIH, SANITASI, DRAINASE LINGKUNGAN, SUMUR RESAPAN )
<

\,
>

3. SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

\
b

N

4. MASIH ADANYA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN

\
7

I\

5. MASIH BANYAK RUMAH TAK LAYAK HUNI

AL

\_
>
6. MASIH TERDAPAT MASYARAKAT MENEMPATI TANAH / LAHAN YANG TIDAK

| BERSERTIFIKAT )

7. TERBATASNYA LAHAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM




Gambaran Umum Kawasan Kumuh Kota Surakarta eI In

‘-.\ 1 Kawasan Semanggi 76.03
KABUPATEN :\:\ 2 Kawasan Pucangsawit 17.62
BOYOLALI ; 3 Kawasan Danukusuman 26.02
[ e S KARUBATEN | 4 Kawasan Purwodiningratan 15.59
( KARANGANYAR 5  Kawasan Bantaran Kali Anyar 36.65
m \i_ “ ..\..,.,7_/\ Y 6 Kawasan Mojosongo 11.89
£ KABUPATEN T 7 Tk / S I V\w-\,? ? 7  Kawasan Tegalharjo 20.53
WARANIANIAR Jl o e ) 9 7 8 Kawasan Karangasem 13.24
N Lrrmn, 9 Kawasan Laweyan 12.84
LSS, ) ] 10  Kawasan Panularan 0.51
/-J] \ ; _" j_ .

\\“meat \n 11 Kawasan Timuran . 9.81

enn Nebie 12 Kawasan Bantaran Sungai Bengawan Solo
Al P\ i 9.41
) e 13 Kawasan Nusukan 1.21
Frghsiren ‘\&;w i 14 Kawasan Kadipiro Barat 0.50

Binogger \ Setabelan i
S S 15  Kawasan Sondakan 5.47
/{ RO el WW/, / // Slva iv - 1 16 Kawasan Pasar Kliwon 14.64
/ O i D ‘ " 17  Kawasan Kadipiro Timur 0.54
| p‘,‘" [t i/ 18  Kawasan Sumber 8.91
X\,7\~-/ ayengan / 19 Kawasan Bantaran Rel KA Kadipiro 7.53
g /"'Kmm ‘// 20  Kawasan Kerten 0.68
K atan /oo I
;ec g"ﬂga%i\\ 0 21 Kawasan Manahan 1.72
W{\m =] 22 Kawasan Kratonan 17.35
T 4ABUPATEN 23 Kawasan Kestalan 35.73
T~y & SUKOHARIO B

g 24 Kawasan Sudiroprajan 6.11
PRlowRAl;AA?ITSAEl:ﬂUA':Iégls 25  Kawasan Banyuanyar 5.28
5 KA 1 . 26  Kawasan Pajang 2.31
£ ; 27  Kawasan Penumping 1.20

28  Kawasan Punggawan 0.23

110°46'0"E 110°48'0"E 110°50'0°E 110°520"E




STRATEGI DAN KEBIJAKAN

m  Strategi

1. Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan
kemampuan masyarakat dalam pembangunan rumah layak huni danpemberian bantuan

rehab rumah;

2. Berkurangnya kawasan kumuh perkotaan melalui penguatan kapasitas masyarakat dari segi
ekonomi, sosial, budaya; pembangunan sarana prasarana dasar lingkungan permukiman dan

peremajaan lingkungan kumuh.



STRATEGI KEBIJAKAN

PERBAIKAN RTLH

RELOKASI- RESETTLEMENT
PERUMAHAN BARU

PERUMAHAN BARU : HIGH, MEDIUM, LOW

RUMAH SUSUN- KAMPUNG DERET
KEBIJAKAN

SARPRAS LINGKUNGAN (Perbaikan lingkungan)

PENINGKATAN KUALITAS KONSOLIDASI LAHAN

PENGEMBANGAN KAPASITAS MASYARAKAT
(KOTAKU- SWADAYA)




KEBIJAKAN PENANGANAN PERUMAHAN

= PEMENUHAN KEBUTUHAN PERUMAHAN:

l. Rusunawa
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3. Kampung susun

Perkampungan secara vertikal dengan

memperhatikan aktivitas sosial, ekonomi
dan budaya.

ILUSTRASI KAMPUNG SUSUN

ML

oo




|.Slum upgrading

Peningkatan kualitas permukiman
kumuh melalui program Kota Tanpa
Kumuh dengan pendekatan
pembangunan infrastruktur berbasis
masyarakat




rban Renewal (peremajaan kawasan)
Penataan kembali suatu kawasan untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih memadai bagi
kawasan tersebut.
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PROGRAM RELOKASI SEBAGAI UPAYA

PEMENUHAN KEBUTUHAN PERUMAHAN DAN

®  Gambaran kondisi perumahan di bantaran




9168000

9186000

9164000

9162000

9160000

T
476000

Place of origin

Pucangsawit

T
9164000 8166000

9462000

9160000

Sumber :Astuti, et al, 2018

Total

Destination Area

Name of

Village/  Sub

district/ Regency

Mojosongo/
Surakarta

Mojosongo/
Surakarta

Jebres/

Jebres/

Jebres/ Jebres/ Surakarta

Mojosongo/
Surakarta
Sangkrah/
Surakarta
Laban/
Sukoharjo
Mojosongo/
Surakarta
Boyolali
Laban/
Sukoharjo
Parangjoro/
Sukoharjo

Jebres/
Sangkrah/
Mojolaban/

Jebres/

Mojolaban/

Grogol/

Name of area

Ngemplak
Sutan

Solo Elok
Kedung
Tungkul
Mertoudan
Kaplingan
Mipitan

Sabrang Lor
Jebres Tengah

Tawang Sari

Sangkrah

Laban
Gadingan

Kepuhsari
Meletan

Soroyudan

Parangjoro

Total
housin
g unit

112
89
18

25
22
I

24

13
13

9

5
53

13
8
31

7
453

475000 476200 477400 478600 479800 431000 432200 483400 434600 485800 437000 438200 439400
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Penanganan Rumah di Bantaran Sungai

—)

KTP SOLO

RUSUNAWA

N?ngTP ‘ BONGKAR PINDAH

Catatan:
Biaya bongkar pindah sebesar Rp 65.000 / m? sudah termasuk transportasi dalam kota



engadaan lana . D
v' Fasum 8 m2 x 400.000 Rp 3.200.000
v' Stimulan Pembangunan Rumah Rp 15.000.000

Rp 34.200.000

Catatan : - Bantuan tersebut sudah termasuk biaya notaris, pensertifikatan
tanah, Perijinan, Pematangan tanah dan infrastruktur
( jalan, drainase, listrik, air)
- Bantuan pengadaan tanah minimal 40 m? dan maksimal senilai
Rp 16.000.000



ASSIGNMENT

®  Menyusun review artikel jurnal mengenai strategi penanganan permasalahan permukiman

m  2-3 halaman

®  Pengumpulan: unggah gdrive paling lambat 11 Nov 2021 jam 17.00 dan di spada
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